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ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI GOJEK
BERMODUS GO-FOOD

Oleh
M. ADITYA PATTIKRATON

Era digital berkembang sangat pesat ditandai dengan teknologi yang sangat
canggih, seiring dengan hal itu kejahatan juga ikut berkembang, salah satunya
tindak pidana Penipuan yang dilakukan melalui aplikasi gojek. Kasus ini terbilang
unik karena target penipuannya dari berbagai kalangan dengan angka kerugian
dari hanya ratusan ribu hingga belasan juta, dan para korban tidak sadar jika
mereka tertipu hingga mereka dapat pemberitahuan bahwa telah mengirimkan
sejumlah uang melalui aplikasi bank yang mereka miliki. Permasalahanya dalam
penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan
tindak penipuan yang dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food, Faktor
apakah yang menghambat dalam penanggulangan Tindak Pidana Penipuan yang
dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah
menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.
Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta kota Bandar
Lampung, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Mitra Gojek di
Bandar Lampung, dan Akademis Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya yang
dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan yang
dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food dari segi Upaya Penal
kepolisian akan langsung memproses apabila terdapat laporan dari masyarakat
sesuai dengan Undang-Undang yang ada, sedangkan dari segi Upaya Non Penal
yaitu Kepolisian melakukan Patroli Siber dengan cara patrol terhadap akun-akun
yang berpotensi melakukan penipuan. Patrol dilakukan ke berbagai aplikasi
seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dll. Faktor penghambat kepolisian dalam
penanggulangan tindak pidana penipuan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food
adalah faktor masyarakat kesadaran hukum masyarakat, pengetahuan masyarakat
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yang masih dianggap gagap akan teknologi, dan kecenderungan masyarakat
Indonesia yang tidak ingin melaporkan tindak pidana penipuan yang mereka alami
kepada kepolisian apabila kerugian yang dirasa tidak terlalu besar.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian diharapkan dapat membuat aplikasi
yang memudahkan masyarakat dalam melapor baik yang telah menjadi korban
maupun hampir menjadi korban penipuan melalui internet. Memperbanyak
pengetahuan kepada masyarakat tentang dampak positif maupun negatif dalam
bertransaksi secara online pemberitahuannya dapat dilakukan melalui berbagai
media tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, dan memberikan
penjelasan kepada masyarakat untuk melapor kepada kepolisian tentang kejadian
apapun yang berupa tindak pidana penipuan dan tidak bergantung kepada
besarnya kerugian mereka.

Kata Kunci: Upaya, Kepolisian, Tindak Pidana, Penipuan, Aplikasi
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi di dunia ditandai dengan maju nya perkembangan teknologi saat ini.
Dengan adanya perkembangan tersebut, masyarakat Indonesia semakin mudah untuk
memenuhi kebutuhan berbagai hal dalam aspek kehidupan. Pada prinsipnya teknologi
bertujuan untuk mendukung dan mendorong manusia untuk dapat beraktivitas lebih
efektif dan efisien, semakin bertumbuhnya kebutuhan akan pengetahuan dan
informasi maka mendorong manusia untuk membutuhkan alat-alat penunjang dalam
memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya seperti aplikasi transportasi online yang
dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitas, baik dari
transportasi, pengiriman barang, pembelian makanan hingga layanan pembayaran

instant.

Perkembangan era globalisasi saat ini memberikan banyaknya peluang bisnis yang
muncul terutama dalam bidang informasi dan teknologi, seperti adanya layanan
pemesanan ojek melalui teknologi yang disertai dengan standar pelayanan.
Sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah, dimana untuk

menggunakan jasa ojek tersebut, pembayaran dilakukan secara kontan dan sering



tawar-menawar. Namun masuknya Gojek di Indonesia pada Tahun 2010, telah
membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang

transportasi,

Gojek adalah aplikasi yang di buat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa pada Tahun
2015 dengan hanya memiliki tiga fitur yaitu Go-Ride, Go-Send, dan Go-Mart hingga
sampai 2021 aplikasi Gojek telah memiliki 21 fitur salah satunya adalah Go-Food.
Go-Food adalah salah satu fitur Gojek yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
mengantar makanan, dalam fitur ini konsumen dapat membeli makanan melalui
aplikasi dan akan diantarkan oleh driver Gojek ketempat tujuan yang kita inginkan,
dalam pemesanan nya pembayaran makanan dapat dilakukan langsung oleh
konsumen atau dibayarkan terlebih dahulu oleh driver yang nantinya uang driver

akan diganti oleh konsumen ketika barang sudah sampai ke tujuan konsumen.

Fitur ini hanya bisa digunakan apabila restoran yang konsumen inginkan telah bekerja
sama dengan Go-food dari Gojek, apabila belum maka pemesanan melalui Go-food
tidak dapat dilakukan. Sistem pembayaran nya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu
melalui tunai dan Go-Pay, apabila memakai tunai dilakukan dengan membayar secara
langsung menggunakan mata uang Indonesia, sementara Go-Pay adalah system
pembayaran elektronik yang disediakan oleh pihak Gojek untuk mempermudah
konsumen dalam melakukan transaksi dengan cara pihak pengguna top up sejumlah
uang melalui virtual account di bank atau top up melalui driver Gojek online

tersebut.



Cara menggunakan Fitur ini adalah :

A. Konsumen membuka Aplikasi Gojek pada smartphone nya lalu memilih
fitur layanan Go-Food.

B. Setelah memilih fitur Go-Food, konsumen memilih restoran dan makanan
yang di inginkan, restoran yang dipilih bisa dari yang terdekat hingga yang
terjauh.

C. Setelah konsumen memilih makanan yang di inginkan, konsumen wajib
mengisi alamat pengantaran makanan tersebut.

D. Setelah konsumen mengisi alamat pengantaran, konsumen dapat memilih
mengenai metode pembayaran apa yang akan dipakai dengan menggunakan
tunai ataupun Go-Pay, apabila menggunakan metode pembayaran Go-Pay
maka konsumen harus memastikan jika saldo dalam aplikasi Gojek tersebut
cukup untuk membayar pesanan nya dan juga biaya antarnya.

E. Lalu klik pesan atau order lalu konsumen tinggal menunggu pesanan nya
datang.

Dalam perjalanan pengembangan aplikasi Gojek di Indonesia selalu ada rintangan
dan halangan yang bahkan tidak hanya di hadapi oleh Gojek sendiri melainkan juga
para konsumen bahkan Driver Gojek, salah satu permasalahan yang sering terjadi
adalah pemesanan fiktif, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum driver Gojek,
hingga penipuan yang mengatas namakan Gojek. Dengan banyaknya kejadian
tersebut Gojek selalu bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk memberantas permasalahan permasalahan tersebut. Kerja sama ini terbukti dari
banyaknya pelaku yang sudah tertangkap, pelaku yang sudah tertangkap pada

umumnya adalah pelaku order fiktif, dan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan

oleh oknum driver Gojek.



Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian adalah segala ihwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sebab kepolisian merupakan langkah awal dalam menangani maupun
menjadi pengayom bagi masyarakat. Hal tersebut sudah terdapat dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan Kketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selain harus menunjang tujuan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus
dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non

penal .t

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang memiliki cita-
cita sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, vyaitu
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, perlu dilakukan usaha agar masyarakat Indonesia dapat mencapai
cita-cita Negara tersebut. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai
cita-cita bangsa Indonesia dalam usahanya mencapai cita-cita tersebut negara

menjumpai banyak halangan dan rintangan yang ditimbulkan, antara lain adanya

! Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, him. 78.



pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Kejahatan itu akan ada dan muncul di
tengah-tengah masyarakat, walaupun cara pencegahannya selalu dilaksanakan,
bahkan negara telah mempunyai lembaga-lembaga yang diperuntukkan khusus untuk
menangani kejahatan tersebut. Namun dengan perkembangan teknologi yang sangat
pesat di dunia khususnya di Indonesia kejahatan tetap saja muncul dengan gaya baru

dan modus operandi yang baru.

Salah satu kejahatan yang diatur oleh KUHP adalah Tindak Pidana Penipuan.
Menurut Bahasa penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong),
palsu dan sebagainya atau dengan cara tipu muslihat mengecoh, mengakahi,
memperdaya atau mencari keuntungan diri sendiri.? Perkembangan jenis penipuan
sangat beragam jenis nya dari yang dilakukan secara langsung maupun tidak
langsung, dalam setiap perkembangan pihak kepolisian selalu memberikan antisipasi
maupun pencegahan namun karena perkembangan teknologi yang sangat pesat
membuat tindak kejahatan tumbuh lebih cepat dibandingkan langkah pencegahan

nya.

Saat ini kejahatan penipuan sering sekali terjadi di masyarakat, dalam perkara
penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Berdasarkan fakta yang
dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang
bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi yang sangat mendesak, banyak kasus Tindak
Pidana Penipuan yang beredar dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus

yang rasional dan juga banyak juga yang irrasional. Praktik-praktik tersebut dirasa

2 poerwadarminto, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003). him 1079.



sangat merugikan salah satu pihak. Tindak Pidana Penipuan diatur dalam KUHP pada
Pasal 378 yang berbunyi :
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun penjara”,
Berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam
satu naskah, yang berisi sebagai berikut:
"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Tindak Pidana Penipuan telah ada dari dahulu dengan perbedaan modus dan cara
menarik korban nya, bahkan jenis-jenis penipuan sangat banyak mulai dari yang
dilakukan secara langsung atau bertatap muka hingga yang hanya dilakukan
menggunakan smartphone dan dapat dilakukan dari mana saja bahkan pelaku
penipuan dapat mencari korban yang bahkan berbeda Negara hingga berbeda pulau
dengannya, Menurut Iman, masih banyaknya penipuan dalam transaksi elektronik

karena hingga saat ini belum dibentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang



diamanatkan Pasal 10 Undang-Undang ITE.® Semakin maju nya teknologi dan juga
semakin berkembanganya kejahatan, penipuan pun menjadi beragam sangat berakam,
yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan yang mengatas namakan
Gojek, penipuan ini sangat menarik karena korban nya bisa dari berbagai kalangan

dari orang biasa hingga selebriti bisa tertipu daya oleh pelaku.

Kepolisian pun telah memberikan rincian mengenai kasus penipuan yang akan

pembaca angkat yaitu sebagai berikut:

Seorang konsumen aplikasi Gojek yakni Veronica Veren (20), menjadi korban
penipuan layanan dalam bentuk Go-Food di Kota Bandar Lampung, Senin
(10/2/2020) lalu. Kejadian ini bermula, saat itu ia hendak memesan menu makanan
pizza di outlet Pizza Hut yang berada di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar

Lampung.

Veronica Veren menceritakan kronologis kejadiannya, dimana saat itu ia memesan
lewat Go-Food seperti biasanya. Selanjutmya ia, mendapat konfirmasi dari driver
lewat chat Gojek seperti biasanya. Dalam aplikasi tersebut, oknum driver bernama
Krisyanto Richard Sur. "Modus ini bermula saat pelaku menelepon saya. Saat driver
telepon saya, dia bilang habis Go-Shop. Kemudian untuk membayar pesanannya ini,
uang dia tidak mencukupi. Karena saya sudah keburu pesan, driver ini meminta

transfer ke virtual account,” cerita Veronica beberapa waktu lalu.

% Iman Sjahputra, 2010, Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik, Jakarta, him. 15.



Setelah itu, driver memberikan teleponnya ke seseorang yang katanya bertindak
sebagai kasir di Pizza Hut. Sehingga Veronica meyakini jika oknum driver sedang
memesan pizza miliknya di outlet tersebut. Selanjutnya kasis menjelaskan, uang
driver tidak mencukupi sehingga kasir meminta untuk mentransfer lewat virtual
account. "Awalnya saya sedikit curiga. Waktu saya mau masukin kodenya, kemudian
saya coba telepon dan memastikan lagi kebenarannya. Karena banyak kode segala
macam. Lalu driver membenarkannya. Saya mikir kasihan juga sama drivernya,
karena dia bilang nunggu di sana. Akhirnya saat saya transfer, malah ketariknya Rp5

juta,” kata Veronica.

Saat mengetahui ada laporan di ponsel miliknya jika telah melakukan transfer hingga
Rp5 juta, ia mulai merasa curiga kepada pelaku. Dimana selanjutnya, Vero kembali
menelpon driver tersebut. Lalu memperingatkan driver untuk tidak melakukan
penipuan. Namun driver tersebut, mengelak bahwa dia tidak melakukan penipuan.
"Driver ini bilang bahwa transfernya kelebihan sampai Rp5 juta. Kemudian ia
bermaksud untuk mengembalikannya. Saya jawab ya sudah, pengembaliannya saya
langsung saja ke Pizza Hut. Selanjutnya dia kembali mengelak dan tidak bisa kalau

dilakukan secara cash,” ucap dia.

Kemudian Vero mengalihkan pembicaraan dengan pelaku agar tidak panjang lebar,
sambil menuju ke outlet Pizza Hut di Jalan Antasari, untuk memastikan apakah benar
sudah dipesan oleh pelaku. Setibanya di Pizza Hut tersebut, Vero langsung menuju ke
bagian kasir untuk memastikan pesanan pizza miliknya. Namun pesanan miliknya itu

nihil, pelaku berbohong jika telah melakukan pembelian di outlet tersebut.



"Sesampainya di Pizza Hut, pegawainya bilang bahwa orderan saya tidak masuk ke
sana. Saya juga waktu itu tidak detail melihat profil drivernya. Sebab Lampung
nomor polisinya BE, tapi itu DB. Lalu saya buat laporan ke Polda Lampung.
Kemudian polisinya bilang kalau itu akun bodong. Server-nya kena hack, sehingga

bisa nyamber ke Bandar Lampung," jelas Vero.*

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik karena pelaku sulit sekali
ditemukan dan penipuan seperti ini masih belum banyak terjadi di Indonesia, oleh
karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul Upaya
Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui

Aplikasi Gojek Bermodus Go-food.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka
permasalahan pokok dalam pengertian penulis mencoba mengangkat
permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak penipuan

yang dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food?

4Diakses dari https://lampungpro.co/post/26371/viral-pesan-pizza-di-aplikasi-online-warga-bandar-
lampung-kena-tipu-driver-ojol-rp52-juta tanggal 12 September 2020 Pukul 12.31 WIB.


https://lampungpro.co/post/26371/viral-pesan-pizza-di-aplikasi-online-warga-bandar-lampung-kena-tipu-driver-ojol-rp52-juta
https://lampungpro.co/post/26371/viral-pesan-pizza-di-aplikasi-online-warga-bandar-lampung-kena-tipu-driver-ojol-rp52-juta
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b. Faktor apakah yang menghambat dalam penanggulangan Tindak Pidana

Penipuan yang dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus kepada
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang
Dilakukan Melalui Aplikasi Gojek Bermodus Go-food (Studi Pada Polresta
Bandar Lampung), sedangkan ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini
dilakukan pada Polresta Bandar Lampung, Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Mitra
Gojek di Bandar Lampung, selain itu penelitian ini akan dilakukan pada

Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penilitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan

ini diharapkan dapat :

a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam
penanggulangan Tindak Kejahatan Yang Dilakukan Melalui Aplikasi

Gojek bermodus go-food.



b.

11

Untuk mengetahui faktor yang menghambat kepolisian dalam
penanggulangan Tindak Kejahatan Yang Dilakukan Melalui Aplikasi

Gojek bermodus go-food.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a.

Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
cakrawala pengetahuan terutama dibidang hukum khususnya hukum
pidana dalam kaitannya dengan Upaya Kepolisian Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui
Aplikasi Gojek Bermodus Go-food, serta guna menambah literatur dan
bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat
memberikan kontribusi akademis mengenai Upaya Kepolisian Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui

Aplikasi Gojek Bermodus Go-food.

Kegunaan Praktis

1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum
pidana bagi Penulis khususnya mengenai Upaya Kepolisian Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui

Aplikasi Gojek Bermodus Go-food.
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2) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya
bagi siswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung.

3) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.
Karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan
pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data.’> Kerangka
Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap
relevan oleh peneliti.® Kerangka pemikiran adalah abstraksi hasil pemikiran
atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksaan suatu penelitian

ilmiah, khususnya penelitian hukum.’

5| Gede AB Wiranata.Metodologi Penelitian dan Penulisan limiah Bidang Hukum.(Bandar Lampung:
Zam-Zam Tower, 2017), him. 81

SAmmirruddin dan Zainak Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2012,
him. 42

7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, Jakarta, Universitas Indonesia press,
2007, him. 127
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a) Teori upaya penanggulangan kejahatan

1) Upaya penal (represif)

Dapat diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi
kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.Artinya,
hukum pidana difungsikan sebagai pengendali social, yaitu dengan
sanksi nya berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi
kejahatan.8Upaya penal (represif) tidak terlepas dari sistem peradilan
pidana yaitu, kejaksaan, kehakiman, kepolisian, pemasyarakatan dan
penasehat hukum yang mana keseluruhan nya merupakan suatu yang
terangkai dan berhubungan secara fungsional. Bentuk kegiatannya
antara lain berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta upaya
paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang. Upaya ini
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan agar sesuai
dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2) Upaya Non-penal (preventif)

Upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitikberatkan
pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak
langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum
pidana.® Upaya ini yang paling di utamakan karena tidak perlu
adanya suatu keahlian khusus dalam bidang apapun sebab dapat
dilakukan oleh siapa saja. Upaya non penal secara tidak langsung
memberikan dampak positif kepada masyarakat karena dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban
dalam masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan
sematamata pelaksanaan perundangundangan saja. Namun juga terdapat

faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya

adalah:

8 Emilia Susanti. Politik Hukum Pidana. (Bandar Lampung: AURA, 2019), him. 36
®Ibid, him. 46
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1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah
ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu tindakan atau
kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau
tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan
hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu
kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu
kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga
penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus
terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan agar dapat terlihat oleh
masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana
mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah
kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum
yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum
masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan
penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara
peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan yang ada di
masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.
Sebaliknya, apabila peraturan peraturan perundang-undangan tidak
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sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan
hukum tersebut.©

2. Konseptual

Kerangka konsepsual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan
dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan definisi

tersebut, Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu hal, memecahkan
persoalan, dan mencari jalan keluar.!!

b. Kebijakan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah
rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak (pemerintah, organisasi, dsb).!2

c. Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. *3

19Soerjono Soekamto, PengantarPenelitianHukum, Jakarta, Ul-Press. 1986.hIm. 48

"Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai
Pustaka, him. 995.

2Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).https://typoonline.com/kbbi/kebijakan diakses pada hari
Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 22.00 WIB

Bhttps://id.wikipedia.org/wiki/Polisidiakses pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 22.30
wiIB



https://typoonline.com/kbbi/kebijakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi
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d. Penanggulangan adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk
menyelesaikan suatu masalah,

e. Tindak Kejahatan adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.®®

f. Penipuan Online menurut Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dirumuskan dalam satu naskah, yang berisi
sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

g. Gojek adalah aplikasi yang buat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa
pada tahun 2015 dengan hanya memiliki tiga fitur yaitu Go-Ride, Go-Send,
dan Go-Mart hingga sampai 2021 aplikasi Gojek telah memiliki 21 fitur.'®

h. Go-food adalah salah satu fitur Gojek yang dapat digunakan oleh
masyarakat untuk mengantar makanan, dalam fitur ini konsumen dapat

membeli makanan melalui aplikasi dan akan diantarkan oleh driver Gojek

ketempat tujuan yang kita inginkan, dalam pemesanan nya pembayaran

14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, him. 1787
15 Moeljatno,1987. Asas-asas Hukum pidana. Jakarta,Bina Aksara.him 37
Bhttps://www.Gojek.com/about/, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.



https://www.gojek.com/about/
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makanan dapat dilakukan langsung oleh konsumen atau dibayarkan terlebih
dahulu oleh driver yang nantinya uang driver akan diganti oleh konsumen

ketika barang sudah sampai ke tujuan konsumen.’

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan
secara garis besar materi yang akan di bahas dalam skripsi ini. Sistematika
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
Bab yaang berisi pendahuluan dalam penulisan skripsi yang terdiri dari Latar
Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA
Berisi Tinjauan Pustaka dari berbagai konsep dan kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi dan di ambil dari berbagai referensi atau bahan
Pustaka lainya yang terdiri dari kebijakan kepolisian, Pengertian Tindak
Pidana Penipuan, dasar hukum Tindak Pidana Penipuan, Upaya Kepolisian
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui

Aplikasi Gojek Bermodus Go-food.

Yhttps://www.Gojek.com/gofood/business/#:~:text=GoFood%20adalah%20layanan%20pesan%20anta
r,resmi%?20bekerja%20sama%20dengan%20GoFood. Diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus
2021, pukul 20.00 WIB.
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METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam
pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian dan permasalahan yang membahas mengenai
permasalahan yang ada mengenai Kebijakan Kepolisian dalam Upaya
Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Yang

Dilakukan Melalui Aplikasi Gojek Bermodus Go-food.

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisi dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan
permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan

penulisan skripsi.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitanya dengan pemerintah adalah
sebagai salah satu lembaga pemerintahan negara yang berfungsi untuk Pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan serta
memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan
dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan Ketertiban masyarakat,
tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan fungsi nya kepolisian
Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : kepolisian khusus; penyidik pegawai

negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan
pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan

cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa
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yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara
pengadilan. ! Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan Kketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat.

1. Tugas Kepolisian
Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan vyaitu tugas represif dan
preventif. Tugas represif ini merupakan tugas kekuasaan executive yaitu menjalankan
peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran
hukum. Sedangkan tugas preventif kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar
peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah
memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok
kepolisian adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaann kepada masyarakat.®
Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dijelaskan juga bahwa kepolisian bertugas :

a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

8Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif,
Jakarta, PTIK, 1972, him. 18.

19 Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, Mengenal profesi penegak hukum,Y ogyakarta,Putaka
Yustisia,2015 him20-21



b)

d)
€)

9)

h)

)
k)

21

menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Kejahatan
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cybercrime merupakan istilah yang mengacu pada kejahatan dengan menggunakan

computer atau alat elektronik dan dihubungkan melalui jaringan internet sebagai alat

atau tempat terjadinya kejahatan. Setelah terjadinya Tindak Kejahatan melalui

mediaelektronik ini maka dapat dikategorikan sebagai Tindak Kejahatan yang mana

dipastikandapat melanggar hukum sehingga sudah menjadi kewajiban dan tugas

kepolisianuntuk menangani kasus Cybercrime yang terjadi khususnya fungsi reserse

yangbertindak dalam bidang respresif dan berfungsi menindak setiap tindakan

ataukejahatan yang terjadi dimasyarakat dan meresahkan serta merusak situasi

ketertibanyang ada.
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Cybercrime juga ternyata terdapat pengaturan khusus dalam Keputusan Kapolri
nomor KEP / 54 /X /2002 yaitu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan
Tindak Kejahatan khusus terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan
teknologi informasi telekomunikasi serta transaksi elektronik. Peran reserse yang
khususnya dilaksanakan oleh satuan cybercrime dalam menangani kasus Tindak
Kejahatan Cybercrime yaitu:

a. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik
(carding money, money loundring, pasar mosal, pajak, perbankan dll )

b. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikaasi dan

informasi, seperti penyadapan telepon, penyalahgunaan Voip, penipuan melalui

ponsel

Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas internet 20

Penyidikan kejahatan computer

e. Penyidikan yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual

Qo

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi menurut keputusan presiden republik Indonesia no 79 tahun 1969 lampiran 3,
fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha satu sama lainnya
ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok, uraian tersebut di atas
jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan

dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dlam negeri.Fungsi kepolisian yang ada 21
dalam masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi

kepolisian terkait erat dengan good govermance yakni sebagai alat Negara yang
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menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi
dan melayani masyarakat serta menegakan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi
pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan msyarakat yang
diproleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang
Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri “fungsi
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat®.

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari
berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi Kita,
pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Perlindungan

Anggota kepolisian memiliki kemampuan dan mengaplikasikan kemampuannya
memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut

dan ancaman bahaya serta merasa tentram dan damai.

b. Pengayom
Anggota kepolisian haruslah memiliki kemampuan dan menerapkannya dalam
memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang

dirasakan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidangnya.
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c. Pelayanan
Anggota kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdiannya untuk
masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Pengabdiaannya dilakukan secara

bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung pengayom dan pelayanan seyogyanya tidak hanya
tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil kepolisian
berkaitan dengan tugasnnya, melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya.
Tampilan prilaku tersebut akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi
masing-masing anggota kepolisian untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik, tulus
dan bertanggungjawab, dan pada intinya prilaku tersebut dapat berwujud dalam peran
perlindungan anggota kepolisian memberikan bantuan kepada masyarakat yang
merasa terancam dari segala bentuk gangguan yang berhubungan dengan Tindak
Kejahatan baik gangguan psikis, fisik tanpa perbedaan perlakuan. Sedangkan dalam
pengayoman dalam kiprahnya anggota kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang
bersifat persuasive dan edukatif.dalam konsep policy anggota kepolisian juga harus
bersikap yang relevan yaitu etis tanggap dan tidak semena-mena dan relevan kuat

yaitu kepolisian merupakan Crime Hunter.

3. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian Terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang
Republik Indonesia tentang kepolisian. Kewenangan dalam pemahaman umum

merupakan sebuah kesempatan kebebasan untuk berbuat dan/atau tidak berbuat
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sesuatu secara bertanggungjawab. Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian

sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan

tugasnya dapat dipatuhi, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakkan

hukum maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup

besar antara lain:

—h

- oae

Menerima laporan dan/atau pengaduan

Membantu menyelesaikan perselisihan antar warga yang dapat menggangu
ketertiban umum

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengncam
persatuan bangsa

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Mencari keterangan dan barang bukti

Menyelenggarakan pusat informasi criminal

Mengeluarkan surta izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat

Memberikan bantuan pengamanan?

Salah satu kewenangan polri adalah penyidikan, kewenangan penyidik,. Kewenangan

penyidik terdapat dalam Pasal 7a ayat (1) KUHAP, yang lengkapnya berbunyi (1)

penyidik sebagaimana dimaksut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya

terdapat wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan

b. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab?*

20 Viswandro, Maria Matilda, bayu saputr, Mengenal profesi penegak hukum,Yogyakarta,Putaka
Yustisia, 2015 him22
21 Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana ,Jakarta, sinar grafika 2012 him 114-115
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Polisi sebagai penyidik mempunyai kewajiban mutlak untuk bertindak apabila ada

laporan atau pengaduan dari masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Tindak Kejahatan
a. Pengertian Tindak Kejahatan

Istilah Tindak Kejahatan merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk
istilah dalam bahasa Belanda disebut “strafbaarfeit” atau “delik”. Istilah strafbaarfeit
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti,
umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum,
peristiwa pidana, perbuatan pidana, Tindak Kejahatan. Para sarjana Indonesia
mengistilahkan strafbaarfeit itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno,
perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.?> Moeljatno berpendapat
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut
ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan
oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian tersebut.?®

Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hamel, adalah Strafbaarfeit adalah

kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum

2C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya
Paramita, him. 54.
Z1bid, hlm. 56.
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yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.Tindak Kejahatan adalah
pelanggaran norma- norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum
ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang
ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap
Tindak Kejahatan adalah sifat melanggar hukum  (wederrecteliijkheid,
onrechtmatigheid). Tiada ada suatu Tindak Kejahatan tanpa sifat melanggar hukum.?
Berdasarkan pendapat tersebut maka paling tepat digunakan adalah istilah “Tindak
Kejahatan” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum,
juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan Perundang-
undangan memakai istilah Tindak Kejahatan contohnya mengenai peraturan Tindak

Kejahatan Tertentu.

b. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan

1. Delik Materiil dan Delik Formil

Delik Materiil (materiel delict) adalah delik yang perumusanya dititkberatkan pada
akibat yang dilarang (tidak dikehendaki) oleh undang-undang. Delik ini dikatakan
selesai apabila akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang itu
telah terjadi, maka tetap dapat dituntut melakukan Tindak Kejahatan, yaitu percobaan

melakukan Tindak Kejahatan.

2Wiryono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Kejahatan Tertentu Di Indonesia, Bandung: PT. Refika
Aditama, him. 1.
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Delik formil (formeel delict) adalah delik yang perumusanya dititkberatkan kepada
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai
dengan dilakukanya perbuatan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam
rumusan delik, tanpa mempersoalkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan

tersebut.?®

2. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah Rechtsdelicten, artinya perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan. Intinya kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat,
baik itu diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang. Jadi
perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan
keadilan.Pelanggaran adalah Wetsdelicten, artinya perbuatan yang disadari oleh
masyarakat sebagai suatu Tindak Kejahatan karena undang-undang, menyebutnya

sebagai delik.

C. Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsur

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok
orang membuat seolah-olahbahwa sesuatu itu benar, tidak palsu, dan bahkan yang
tidak pernah ada yang bermaksud untuk membuat orang lain memberikan
kepercayaan. Umumnya penipuan dilakukan untuk mencari keuntungan diri pribadi

atau kelompok pelaku sendiri, dan menimbulkan kerugian pada korban penipuan.

2Tri Andrisman, Delik Tertentu Dalam KUHP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011,
him. 5
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Pendapatan terdapat 2 macam yaitu yang dilakukan secara langsung dan secara tidak

langsung.

Penipuan secara langsung yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara pelaku bertemu
secara langsung dengan korban, meyakinkan korban dengan segala bukti fisik dan
tidak menggunakan media online apapun. Salah satu contohnya adalah penipuan
bermodus penyedia lowongan kerja dimana pelaku seolah-olah mempunyai sebuah
perusahaan dan sedang membuka lowongan kerja, sementara para korban yang
dimana adalah para pencari kerja yang dimintai sejumlah uang administratif namun

mereka tidak pernah diterima kerja karena memang perusahaannya tidak pernah ada.

Sementara penipuan secara tidak langsung adalah penipuan yang dilakukan secara
virtual melalui aplikasi online FB, Twitter, Whatsapp, Instagram dan lain-lain.Salah
satu peristiwa penipuan yang terjadi dalam interaksi melalui media sosial adalah
penipuan jual beli barang dalam aplikasi Facebook, penipuan jual beli barang juga

pernah terjadi dalam aplikasi jual beli Shopee.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan
Unsur-unsur ~ Tindak  Kejahatan  terdiri  dari  unsure  subjektif  dan
objektif. 2 Berdasarkan rumusan diatas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki

unsur-unsur pokok yaitu:

% |_amintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti 2013, him
193-194
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1. Dengan maksut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum .

Dengan maksut harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku

hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan

jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksut

belum dapat dipenuhi. Dengan demikian, maksut tersebut ditujukan untuk

menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa

keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu dari alat penggerak penipuan (nama palsu,
martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihatdan rangkaian kebohongan).
Sifat dari penipuan sebagai Tindak Kejahatan ditentukan oleh cara-cara pelaku
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang

digunakan untuk menggerakkan orang adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu
Nama palsu dalam him ini adalah nama yang berlainan dengan nama
yangsebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu
menggunakan nama sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu
muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan

tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu
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kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau
tindakan.
3) Martabat atau Keadaan Palsu
Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan
pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu
memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
4) Rangkaian Kebohongan
Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian
kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita
yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu
memperkuat atau membenarkan kata yang lain.
5) Menggerakkan Orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau member
utang atau menghapus utang.
Perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya

hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

D. Upaya Penanggunalan Tindak Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan
termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari
kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-

upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy). Upaya
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penanggulangan Tindak Kejahatan merupakan suatu usaha rasional masyarakat
maupun pihak berwenang untuk terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.
Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip dari Barda Nawawi Arief, Upaya
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8
tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku
kejahatan,maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan)
kepada public walaupun ia tidak dikenai atau shock therapy kepada
masyarakat.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan Pemidanaan
lewat media massa(influencing views of society on crime and punishment with
mass media) merupakan suatu tindakan preventif, yaitu dengan cara
pemberitahuan kepada masyarakat melalui media massa. Salah satu upaya ini
dapat meminimalisir terjadinya Tindak Kejahatan atau kejahatan di sekitar
masyarakat. 2’

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif
(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal.sedangkan
pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang

bersifat preventif (pencegahan/penangkalan).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Aristoteles menyatakan
hukum hanya dapat mencapai tujuannya jika hukum itu menuju peraturan yang adil,
artinya peraturan itu mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan

yang dilindungi, sehingga tiap-tiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang

27 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama,
2011), him. 45.
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menjadi bagiannya, teori ini dikenal dengan teori etika.?® Menurut Nigel Walker,
kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan the limiting
retributivist, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa

mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.?®

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan
hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto,
merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional
dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional
(national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction
(pembuatan/perubahan Undang-Undang; law making/law reform) dalam penegakan
hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang
tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.*°

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan
keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam

masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

2van Apeldoorn, Pengantar IImu Hukum, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2001,him 11

2Sydarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru: Bandung, 1993, him. 66-68
30 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, him.85-86
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termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.®

1. Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa
juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.®? Upaya ini
merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif,
yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum
dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.Selain itu, melalui
upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan

sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau
strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh
atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam
hal-hal:
1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum
pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi
masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum

pidana;

31 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hIm.76.
#21bid, him. 46
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4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan yang lebih besar.3

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung
unsurpreventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap
delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping
itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum
pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan
“ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social
disapproval / social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi
sarana‘“perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan

bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”.3*

Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yang mengemukakan tiga alasan
yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana,
adapun intinya sebagai berikut:

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang
hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai
tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil
yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai

dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

33 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, (Bandung: Alumni,
2008), him. 390.

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 182.
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b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama
sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas
pelanggaranpelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat
dibiarkan begitu saja.

c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si
penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.®

Menurut Barda Nawawi Arif efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek
pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan
si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi
tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidan dan memulihkan
keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa
aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat
kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud
dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan
rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari

perlakuan sewenang-wenang di luar hukum

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan
efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan.

Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan.

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,
2010), him. 153.
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), him.224.
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Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum
(general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya

untuk tidak melakukan kejahatan.*’

Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin

dicapai dengan adanya pemidanaan.Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila

tujuan yang ingin dicapai dengan adnya pemidanaan itu tercapai.Ditinjau dari segi

efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi

penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat

dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin

diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang

dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Sehubungan dengan

masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang

perlu diperhatikan dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang

dikemukakan antara lain:

Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri.

Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko.

Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu.

Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi.

Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu kebudayaan

masyarakat.

f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi
negatif itu.

g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan
dikendalikan.3®

P00 o

%1bid, hlm. 225
3 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), him. 108.
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Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam

arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi
vertikal dan horisontal yang jelas.

b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat
memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.

c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.

d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.3®

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini
bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana.*
Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat
preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor
kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau
kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan

atau menumbuh suburkan kejahatan.

39 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara, (Semarang: Ananta, 1994), him. 117-118

40 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama,
2011), him. 46.
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Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh
sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap
kejahatan.Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal
sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci
yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik

kriminal.*!

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat
tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor
kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial
yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal
secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan
strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.Di berbagai Kongres Perserikatan
Bangsa-Bangsa(PBB) mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of
Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab

timbulnya kejahatan.*?

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga

mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan

4 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010),
him. 159.
42 M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), him. 20
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kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno-prevention) dan pemanfaatan
potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini,
Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan
secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi
penjahat (pelanggar hukum) potensial.Sehubungan dengan hal ini, kegiatan
razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan
kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif
edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu
diefektifkan.*3

Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor
penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari
keseluruhan politik kriminal. Menurut IS Heru Permana di samping kebijakan yang
bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan
kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui
upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota

masyarakat.**

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum
kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya
preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya

yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 48
4 |S Heru Permana, Politik Kriminal, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007), him.12
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daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi
dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif.
Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah
kejahatan adalah lebih baik daripada untuk mencoba mendidik para penjahat untuk
menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan

lebih mencapai tujuannya.*®

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar jalur hukum pidana (non
penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen. Beberapa
catatan kongres PBB tentang “the Prevention of Crime and the Treatment of
Onffenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya serta

strukural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya kejahatan (kriminogen).

Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang tentu mewarnai pula
usaha-usaha penanggulangan  kejahatan  di masyarakat. Ini berarti bahwa
penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana
yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu, untuk itu perlu
diterapkannya tindakan-tindakan yang dapat menjangkau serta mengatasi faktor-
faktor kriminogen tersebut. Faktor-faktor kriminogen yang pada hakekatnya bersifat
kemasyarakatan yaitu dirasakan perlunya untuk mengkaitkan politik kriminal
(criminal policy) dengan politik sosial (social policy), atau dengan kata lain di dalam

politik ocial perlu dimasukkan pula politik kriminal. Dari jenis-jenis tindakan-

4 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), him.
167.
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tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-
tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan

pidana.*®

Kebijakan non penal mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan
sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai Crime Trends and

Crime PreventionStrategies yang antara lain dikemukakan:

a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas
hidup yang pantas bagi semua orang (the crime problem impodes progress
towards the attainment of an acceptable quality of life for all people);

b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan
sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (crime
prevention strategies should be based upon the elimination of causes and
conditions giving rise to crime);

c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan
sosial, deskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah,
pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk (the main
causes of crime in many countries are social in equality, racial and national
discrimination, law standard of living, unemployment and illiteracy among
broad sections of the population).*’

E. Faktor Penghambat Kejahatan

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata
pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang

menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

46 Jacob Hattu, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol.
20, No 2, Juli - Desember 2014: 47-52
47 Sixth United Nations Congress, (New York : Report), 1981, him.5
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1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan
merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum
merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu
tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum
merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa
penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.Penegakan kebenaran
tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.Dalam rangka penegakan hukum oleh
setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus
terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup.Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat
berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya
sebagaimana mestinya.

4) Faktor Masyarakat

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat
kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan
penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-
undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan peraturan perundang-undangan tidak
sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar
untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.*®

Beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum di indonesia berpengaruh dari
faktor faktor di atas baik dari faktor undang undang, penegakan hukum, sarana dan

“4|_oc. Cit Soerjono Soekamto
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fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Begitupun dalam penanggulangan kejahatan
pungutan liar masih sering dijumpai beberapa faktor penghambat dalam
pelaksanaannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya
mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran,
disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh
mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan
yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan
tersebut, adalah:
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain
dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga
sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu,
terutama kebutuhan material.

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan
konservatisme.*°

F. Tinjauan Umum Tentang Gojek

Gojek adalah sebuah aplikasi yang memiliki beragam fitur, mulai dari fitur untuk
memesan kendaraan bermotor mulai dari roda 2(dua) hingga roda 4 (empat) untuk
mengantar pelanggan sesuai dengan pemesanan yang ada di aplikasi, dan terdapat
fitur go-food untuk membeli makanan yang ia inginkan dan lagsung diantarkan oleh
pengendara yang bermitra dengan Gojek ke alamat yang telah ditentukan di aplikasi,
dan masih banyak fitur lainnya yang tentu saja sangat mempermudah masyarakat

dalam berbagai hal.

“Diaskses darihttp://mitraratnasari.blogspot.com/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-
di.html tanggal 18 November 2020 Pukul 23.54 WIB



http://mitraratnasari.blogspot.com/2014/08/faktor-penghambat-penegakan-hukum-di.html
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1. Sejarah Gojek

PT. Gojek Indonesia merupakan karya anak bangsa yang berdiri pada tahun 2010 di
Jakarta. Perusahaan ini kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi
memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu seorang
pemuda kreatif Nadiem Makarim mempunyai pemikiran untuk membuat bisnis

transportasi ojek yang dikarenakan ia sering menggunakan jasa ojek.

Karena kebiasaannya tersebut, Nadiem Makarim menemukan ide untuk dapat
menciptakan sarana agar jasa transportasi ojek lebih efektif dan efisien.Perusahaan ini
bekerja dengan menghubungkan ojek dengan penumpang ojek, dimana sebelumnya
tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktu di pangkalan menunggu
penumpang.Awal peluncurannya, Gojek hanya melayani lewat call center saja dan

hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja.

Tetapi pada tahun 2015 Gojek mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek
dengan sistem yang tertata rapi. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan
mudah memesan ojek secara online, membayar secara kredit dan mengetahui
keberadaan driver yang akan menjemput para pemesan. Gojek bermitra dengan para
tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya

20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk driver Gojek.

Gojek juga melakukan pelatinan kepada mitra driver mereka untuk memberikan
kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Gojek telah menuai prestasi sebagai Juara 1

dalam kompetisi bisnis Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) di Bali
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dalam perkembangannya yang pesat ini. Selain itu, Gojek telah memperoleh berbagai

penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial.

Gojek dapat dipesan melalui Gojek aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store
maupun App Store. Pada awal peluncuran aplikasi dalam waktu satu bulan aplikasi
ini sudah berhasil mencapai 150.000 unduhan, dengan rating 4,4 dari 5 bintang.
Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara cash atau menggunakan

Gojek kredit atau Go-Pay.

Go-Pay adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan
untuk membayar semua layanan yang dimiliki Gojek. Pada masa awal pendiriannya,
Gojek melayani hanya 4 jenis layanan antara lain: layanan jasa kurir atau pengiriman,
jasa transportasi, jasa pengiriman makanan, dan jasa belanja dengan nominal paling

mahal satu juta rupiah.

Gojek terus berkembang dengan melncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk
layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah ada enam belas layanan jasa yang dapat
dipesan melalui aplikasi Gojek, diantaranya :Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart,
Go-Send, Go-Box, GoTix, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-
Bills, Go-Pulsa, Go-Pay dan Go-Point. Selain itu Aplikasi Gojek juga dilengkapi

dengan fasilitas Go-Pay, Go-Bills, Go-Point, dan Go-Pulsa.

2. Mitra atau Driver sekaligus pemilik kendaraan bermotor
Dalam hal ini mitra merupakan pihak yang melaksanakan antarjemput barang

dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan oleh konsumen,
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atau jasa lainnya melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua
yang dimiliki oleh mitra sendiri. Dalam perjanjian kemitraan penyelenggaraan
transportasi online ini pihak perusahaan penyedia aplikasi dengan mitra atau driver
merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Sehingga perjanjian
kemitraan antara kedua belah pihak ini tidak menimbulkan hubungan 41
ketenagakerjaan, outsourcing, ataupun keagenan diantara masing-masing pihak,

kedudukan keduanya sejajar dalam perjanjian kemitraan.

3. Konsumen atau Pengguna Jasa Layanan Transportasi online

Yang dimaksud konsumen dalam hal ini adalah setiap orang yang memanfaatkan
aplikasi untuk memperoleh jasa layanan transportasi online. Dimana konsumen
adalah individu yang secara hukum cakap untuk mengadakan perjanjian, memberikan
informasi pribadi kepada pengelola aplikasi berupa nama, alamat surat elektronik dan

nomor telepon seluler ketika mendaftar.

Hubungan hukum yang muncul antara konsumen dengan perusahaan penyedia
aplikasi yaitu konsumen sebagai pemberi tugas kepada penyedia aplikasi, dimana
konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layananan transportasi online dengan
kewajiban melakukan pembayaran atas layanan transportasi online tersebut.
Sedangkan perusahaan penyedia aplikasi memiliki kewajiban memberikan layanan
transportasi online kepada konsumen dan memperoleh hak penerimaan pembayaran

atas layanan transportasi online yang telah diberikan kepada konsumen.
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4. Layanan yang Ditawarkan

Sampai saat ini aplikasi Gojek telah menyediakan 17 (tujuh belas) macam layanan

jasa, Gojek di Semarang sudah menerapkan semua layanan sesuai aplikasi, yaitu:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)
K)

)

Go-Ride adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar anda
ke berbagai tempat dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Go-Car adalah layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan
Anda kemanapun dengan nyaman.

Go-Food adalah layanan pesan-antar makanan dengan lebih dari 30.000 daftar
restauran.

Go-Mart adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja ribuan jenis
barang dari berbagai macam toko di area anda.

Go-Send adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim
surat dan barang dalam waktu 60 menit.

Go-Box adalah layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk/ mobil
bak/ blind van.

Go-Tix adalah layanan informasi acara dengan akses pembelian dan
pengantaran tiket langsung ke tangan Anda.

Go-Med merupakan hasil kolaborasi antara Gojek dengan Halodoc. Go-Med
tidak menyediakan produk apapun, melainkan menghubungkan pengguna
dengan lebih dari 1000 apotek di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.
Go-Massage adalah layanan jasa pijat kesehatan professional langsung ke
rumah anda.

Go-Clean adalah layanan jasa kebersihan professional untuk membersihkan
kamar kos, rumah, dan kantor Anda.

Go-Glam adalah layanan jasa perawatan kecantikan untuk manicure-pedicure,
creambath, waxing, dan lainnya langsung ke rumah Anda.

Go-Auto adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk
kendaraan baik mobil maupun motor kapanpun dan dimana pun.

m) Go-Busway adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus Transjakarta

n)
0)

P)

a)

dan memesan Go-Ride untuk mengantar Anda kesana.

Go-Pulsa merupakan layanan untuk membeli pulsa atau internet dengan
sistem pembayaran menggunakan saldo Go-Pay.

Go-Bills merupakan layanan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik,
membeli token listrik hingga BPJS dengan sistem pembayaran menggunakan
saldo Go-Pay.

Go-Points adalah program loyalty dari Gojek khusus untuk pengguna Go-Pay.
Setiap transaksi menggunakan Go-Payakan mendapatkan 1 token, mainkan
token, kumpulkan poin dan dapatkan reward menarik.

Go-Pay adalah layanan dompet virtual untuk memudahkan transaksi Anda di
dalam aplikasi Gojek.



I11.  METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam

pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1.

Pendekatan Yuridis Normatif
Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan
cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu digunakan dalam pendekatan yuridis empiris
yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara
langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan
responden dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui upaya
penanggulangan khususnya di Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi
Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Aplikasi Gojek bermodus go-

food.
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B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu: data sekunder dan data primer,

yang diperoleh dari dua macam sumber data, yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

Data sekunder dari studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier

yang berkaitan dengan peristiwa terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan

Melalui Aplikasi Gojek bermodus go-food oleh Kepolisian. Untuk data primer

diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara. Sumber data yang

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data skunder.

1.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
dalam penulisan skripsi. penelitian yang dilakukan secara observasi di Polresta

Bandar Lampung.

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi
kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu
bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap
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bahan-bahan Hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, Karya llmiah
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain teori-
teori, pendapat ahli Hukum, Artikel-artikel, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,

Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum dan Situs Internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita inginkan. Teknik yang
digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara
terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode
Depth Interview (wawancara langsung secara mendalam). Adapun cara mendapatkan
informasi yang lengkap sebagai berikut : membuat rangkuman berdasarkan informasi
yang di dengar dari narasumber, setelah memahami informasi dengan lengkap, kita
dapat memberikan tanggapan kepada narasumber. Adapun Narasumber atau

Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung =1 orang
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) =1 orang
3. Mitra Gojek di Bandar Lampung =1 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila =1 orang

Jumlah =4 orang
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.

Prosedur Pengumpulan Data

Data yang akan dianalisis dikumpulkan melalui dua cara, yaitu :

a) Studi Pustaka (library research) dilakukan untuk mencari dan mendapatkan
data sekunder studi dokumen dengan cara membaca, mencatat, menelaah
dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan kebutuhan untuk

menjawab permasalahan.

b) Studi lapangan (field research) dilakukan dengan menggunakan teknik
wawancara atas dasar kuisioner yang telah disiapkan sebagai panduan
wawancara, melalui wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data primer

yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnnya.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan untuk merapihkan dan menganalisis
data yang ada. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data
yang diperolen melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara

sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Editing data, yaitu memriksa atau meneliti data mengenai tabulasi,
kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh secara relevansi dengan

penulisan.
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b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokkan data menurut
pokok bahasan yang telah ditentukan.

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan menempatkan data
pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan

pembahasan.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan
permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan
penelitian dianalisis secara kuntitatif kemudian disajikan secara deskriktif, yaitu
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan

yang erat kaitannya dengan penelitian ini.>°

Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersususn secara sistematis
menurut Klasifikasinnya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni
dengan memeberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan
yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat
perkalimat kemudian dari hasil analisis data tersebut diinterpretasikan kedalam
bentuk kesimpulan. Induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang umum
menuju kepada hal-hal yang khusus sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang

benar-benar tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 168



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada

bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yaitu:

1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan yang
dilakukan melalui aplikasi Gojek bermodus go-food dapat dilakukan dengan
melalui upaya penal dan upaya non-penal.

a. Upaya Penal yang dilakukan kepolisian adalah dengan cara memproses
laporan yang masuk sesuai dengan Undang-Undang yang ada, yaitu
Ketika ada laporan masuk maka kepolisian akan melakukan proses
penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019.

b. Upaya Non-Penal yang dilakukan kepolisian adalah dengan cara
melakukan patroli siber berkala di aplikasi di media internet yang sering
terjadi penipuan online seperti aplikasi Facebook, Shopee, Tokopedia,
WhatsApp, Tokopedia, dan Gojek. Patroli dilakukan oleh Kepolisian

Resort Kota Bandar Lampung setiap hari pada waktu pagi hingga dini
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hari, terutama pada hari-hari saat ada promo yang di aplikasi yang biasa

digunakan untuk jual-beli.

2. Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak

pidana penipuan melalui media elektronik.

a. Faktor masyarakat
Penanggulangan tindak pidana penipuan Yang Dilakukan Melalui
Aplikasi Gojek bermodus go-food bukan hanya tanggung jawab aparat
penegak hukum, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen
masyarakat. Karena yang menjadi objek sasaran korban kejahatan
penipuan tersebut adalah masyarakat. Menurut nya bahwa faktor
kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pengamanan dan
merespon aktivitas kejahatan melalui media elektronik masih dirasa

kurang.

Hal ini sering disebabkan kurangnya kewaspadaan dan selektif dalam
menerima informasi.Serta kurangnya pemahaman tentang jenis kejahatan
penipuan media elektronik seperti aplikasi Gojek ini.Dibutuhkan
kerjasama yang baik antara masyarakat dengan para pihak yang
berwenang demi mengurangi tindak kejahatan penipuan Yang Dilakukan

Melalui Aplikasi Gojek bermodus go-food.
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B. Saran

Saran pada penelitian kali ini sebagai berikut:

1.

Membuat aplikasi yang dapat digunakan bagi yang hampir menjadi korban
maupun yang terlanjur menjadi korban korban penipuan melalui internet,
guna mempercepat proses pelaporan agar para pelaku dapat cepat

tertangkap.

Faktor penghambat dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana
penipuan adalah dari faktor masyarakat. Kurang nya pengetahuan
masyarakat tentang penipuan yang ada dalam media elektronik, dan
masyarakat kita yang masih gagap teknologi sehingga sangat mudah
dimanipulasi oleh para pelaku, dan dibutuhkan peran masyarakat untuk
melapor apabila menjadi korban penipuan baik yang kerugian nya kecil
maupun besar masyarakat harus melapor agar memberikan efek jera
kepada pelakunya. Memperbanyak iklan ataupun pemberitahuan melalui
media elektronik, media cetak, dan media lainnya yang bertujuan untuk

meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam bertransaksi online.
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